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Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4844);

Nomor 32 Tahun 2004 ten tang2. Undang-Undang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

1959 tentang1. Undang-Undang Nomor 25 TahunMengingat

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib
pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi
Satuan Polisi Parnong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Sumatera Selatan;

GUBERNURSUMATERASELATAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

URAlANTUGASDANFUNGSISATUANPOLISIPAMONGPRAJA
PROVINSISUMATERASELATAN

TENTANG

NOMOR 33 TAHUN2012

PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
3. Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat

Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan Peraturan
Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANGUBERNURTENTANGURAIANTUGAS DAN

FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI

SUMATERASELATAN.

MEMUTUSKAN:

3. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 590);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12
Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Parnong Praja Provinsi Sumatera Selatan
(Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
Nomor 12);
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menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Gubernur,PeraturanDaerah,Peraturanmenegakkan

Kepala Satpo! PP mempunyai tugas membantu Gubernur dalarn

BAB II
URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat
Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera
SeJatan.

9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah
provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya
dengan tenteram, tertib, dan teratur.

10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis
dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali
pengetahuan serta keterampilan untuk rnelaksanakan
kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan
memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara
keamanan, ketenteraman dan ketertiban rnasyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan.

11. Aparatur adalah anggota Satpol PP dan/ atau Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Surnatera
Selatan.

12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

13. Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga/Pegawai Negeri
Sipil yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan
bidang keahlian danj atau keterampilannya yang jenis dan
jenjangnya diatur berdasarkan peraturan perundang­
undangan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, KepalaSatpol PPmempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur;

c. peJaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman rnasyarakat dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan/ atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan
hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur: dan

g. pelaksanaan tugas lainnya meliputi :
1. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan
Daerah;

2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu WIP
termasuk pejabat negara dan tamu negara;

3. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang
dirniliki Pemerintah Provinsi dari gangguan pihak ketiga
tanpa hak;

4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

5. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala
massal; dan

6. pelaksanaan tugas pemerintahan urnum lainnya yang
diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3
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(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
b. melaksanakan pengelolaanadministrasi keuangan;

(1)Subbagian Programmempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
b. menghimpun/rnenyiapkan data/bahan daJam rangka

penyusunan program;
c. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program;
d. melaksanakan monitoringdan evaJuasi program;
e. menghimpun dan menyiapkan bahan penataan organisasi,

ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
[. menghimpun bahan dan menyusun laporan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam PasaJ
4, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
c. pengelolaanadministrasi keuangan;
d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

ketatausahaan;
e. pengelolaanadministrasi kepegawaian;
f. pengelolaanadministrasi perlengkapan;
g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan rugae-tugas Bidang;
I. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan

tatalaksana; dan
J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

PasalS

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP
dalam melaksanakan penyusunan program, pengelolaan
keuangan, umum, kepegawaiandan perlengkapan.

BagianKedua
Sekretariat
Pasal4
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Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum serta
melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran atas Peraturan Daerah darr/utau Peraturan
Gubernur.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 7

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

dan
dan

f. menyiapkan reneana kebutuhan, pengadaan sarana
prasarana, pendistribusian, inventarisasi,
penghapusan barang inventaris kantor;

g. membuat/ mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, cuti, dan lain-lain;

h. menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi
kepegawaian;

i. menyusun dan melaksanakan pengembangan karier,
penegakan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta
kesejahteraan pegawai; dan

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. rnenyusun reneana kerja dan kegiatan Subbagian;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat

dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
e. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan

peralatan serta keamanan kantor;
d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan;
e. memelihara dan menata lingkungan kantor, kendaraan

dinas, perlengkapan dan aset lainnya;

keuangan;dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan. fungsinya.

dan menyusun laporan
atas pelaksanaan pengeJolaan

e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan
reneana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta
beJanja barang dan jasa;

d. melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan
pembukuan keuangan;

e. menghimpun data
pertanggungjawaban
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(2)Seksi Penyelidikandan Penyidikan,mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;

(1)Seksi Pernbinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
b. melaksanakan pembinaan terhadap warga masyarakat,

aparatur dan badan hukum;
c. melaksanakan pengawasan terhadap warga masyarakat,

aparatur dan badan hukum;
d. melaksanakan penyuluhan terhadap warga masyarakat,

aparatur dan badan hu.kum;
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai

fungsi :
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pernbinaan;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelidikan dan

penyidikan;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembinaan, pengawasan,

penyuluhan, penyelidikan,dan penyidikan;
f. pelaksanaan pcnegakan Peraturan Daerah dan/atau

Peraturan Gubernur;
g. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal8
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Untuk meJaksanakan tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal
10, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
mernpunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalarn rangka operasi

dan pengendalian;

Pasal 11

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenterarnan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan operasi, pengendalian dan
kerja sarna dalam rangka menciptakan ketertiban umuro dan

ketenterarnan masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang KetertibanUmum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 10

b. menyusun bahan-bahan kegiatan penyelidikan dan

penyidikan;
c. melakukan tindakan penertiban non yustisial dan

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau

Peraturan Gubernur;
e. melakukan koordinasi dan kerja sarna dalarn kegiatan

penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian Negara
Republik indonesia danj atau unit kerja lainnya;

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
penyelidikan dan penyidikan;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut
hasil penyelidikan dan penyidikan;

h. menenma clan menindaklanjuti laporan dan/ atau
pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau
Peraturan Gubernur;

I. melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan
Gubernur yang berkoordinasi dengan PPNS;dan

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan Iungsinya,
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(2) Seksi Kerja Sarna, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;

masyarakat;
d. melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasi dan

pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat ;
f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

operasi dan pengendalian ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

g. melaksanakan pemeriksaan dan tindakan pertama di
tempat yang berhubungan dengan ketertiban urnum dan
ketenteraman rnasyarakat;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

operas. dan
ketenteraman

dalarn rangka

umum danpengendalian ketertiban

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka operasi dan

pengcndalian ketertiban urnum dan ketenteraman
masyarakat;

c. melakukan koordinasi

Pasal 12

sarna;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan

operasi dan pengendalian serta kerja sama;
f. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja Bidang

Ketertiban Urnum dan Ketenterarnan Masyarakat; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan Iungsinya.

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka
melakukan kerja sarna;

c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan
pengendalian serta kerja sarna;

d. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja

9
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
13, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidikan dan

pelatihan dasar;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional;
c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pendidikan dan

pelatihan dasar / teknis fungsionaJ;
d. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar /

teknis fungsionaJ;
e. pelaksanaan cvaJuasi dan pelaporan kegiatan pendidikan

dan pelatihan dasarj teknis fungsional;
f. pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional dan pengelolaan

adrninistrasi PPNS;

Pasal14

Bidang Sumber Daya Aparatur mernpunyai tugas melaksanakan
pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP serta
pendidikan dan pelatihan tcknis fungsionaJ bagi pcjabat

fungsional dan/atau anggota Satpol PP.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Aparatur

PasaJ 13

b. rnenyiapkan bahan kebijakan dalarn rangka kerja sarna
rnenciptakan ketertiban umum dan ketenterarnan

rnasyarakat;
c. melakukan kerja sarna dan koordinasi dalarn

pelaksanaan tugas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia danZatau unit kerja lainnya;

d. melakukan evaluasi terhadap kerja sarna yang telah

dilakukan;

e. rnernbuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan dalarn

melakukan kerja sama; dan
f. roelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(2)SeksiTeknis Fungsional, mempunyai tugas :

a. rnenyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pendidikan

dan pelatihan teknis fungsional;
c. melakukan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis

Iungsional;
e. melakukan pernbinaan dan peningkatan kemampuan

pejabat fungsionaldan PPNS;
f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional;
g. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;dan
h. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1)Seksi Pelatihan Dasar, rnernpunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;

b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pendidikan
dan pelatihan dasar;

c. rnelakukan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka

pendidikan dan pelatihan dasar;
d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar;
e. rnelakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan

Polisi Pamong Praja;
f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan

pelatihan dasar;
g. rnembuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

pendidikan dan pelatihan dasar; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

g. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja Bidang Sumber

Daya Aparatur; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

11
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(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;

b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka perlindungan

masyarakat;

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

16, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan

masyarakat;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bina potensi

masyarakat;

c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan perlindungan

masyarakat dan bina potensi masyarakat;

d. pelaksanaan kegiatan perlindungan rnasyarakat dan bina

potensi masyarakat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan

perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

f. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja Bidang

Perlindungan Masyarakat; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal17

melaksanakan pcrlindungan bagi masyarakat dan membina

potensi masyarakat dalam penanganan mcnghadapi bencana,

memelihara dan menciptakan ketenteraman dan ketertiban

masyarakat.

tugasmempunyaiMasyarakatPerlindunganBidang

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 16
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Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Sumatera Selatan (Berita Oaerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2006 Nomor 2 Seri 0) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

BABIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal19

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat, mernpunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;

b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka bina potensi

masyarakat;

c. melakukan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka bina

potensi masyarakat;

d. rnelaksanakan kegiatan bina potensi masyarakat;

e. rnelakukan evaluasi terhadap kegiatan bina potensi

masyarakat;

f. rnembuat laporan pclaksanaan tugas dan kegiatan bina

potensi masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka

perlindungan masyarakat;

d. melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat;

e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan

masyarakat;

f. membual laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

perlindungan masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BERITA DAERAH PROVINSJ SUMATERASELATANTAHUN 2012 NOMOR 33

YUSRI EFFENDI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 September 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVlNSI

SUMATERASELATAN,

H. ALEXNOERDIN

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2012
GUBERNUR SUMATERASELATAN,

Irfhb r:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
daJam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal20
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